
: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

:

: 1. Pengelolaan urusan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan, Umum dan Kepegawaian Dinas ;

2. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas ;

3.

4. Perumusan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Operasional Pembangunan Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

5. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;

6.

7. 

8.

9.

10. Pembinaan, Koordinasi, Faslitasi, Mediasi, Edukasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

11.

12. Pelaksanaan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan Oleh Pimpinan. 

1.1.1 Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP-Elektronik

Jumlah Penduduk Wajib KTP Usia 17 Th dan atau Telah Menikah

1.1.2 3.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
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KABUPATEN MUSI BANYUASIN
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FUNGSI

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017-2022

NAMA OPD

TUPOKSI DINAS Membantu Bupati Melaksanakan Perumusan Kebijakan dibidang Administrasi Kependudukan meliputi Penataan dan Penerbitan dalam Penerbitan Dokumen

Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Administrasi Kependudukan serta Pengembangan

Kebijakan Kependudukan untuk Pelayanan Publik dan Pembangunan sektor lain.

NO. KETERANGAN

Penyusunan Visi, Misi dan Rencana Strategis Dinas ;

Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil ;

Pelaksanaan Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan ;

Pelaksanaan Pengembangan Kebijakan Kependudukan ;

Pengkoordinasian Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Instansi terkait ;

Penyiapan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Bupati ; dan

SASARAN 

RENSTRA
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA


